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Abstrak

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sipil Dalam
Kekejaman Rezim Bashar Al-Assad di Suriah, bertujuan untuk mengetahui apakah konflik
bersenjata di Suriah termasuk konflik bersenjata non-internasional atau internasional dan
mengetahui upaya para pihak untuk melakukan perlindungan penduduk sipil di masa perang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptis
analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan-
bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis
secara kualitatif.

Penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil bahwa konflik yang terjadi di
Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional, karena telah memenuhi kriteria yang ada
menurut Pasal 1 Protokol Tambahan 11/1977. Secara yuridis normatif perlindungan penduduk sipil
diatur lengkap dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II/1977 yang menyebutkan bahwa penduduk
sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya operasi-operasi militer. Terdapat
pelanggaran Hukum Humaniter Internasional karena banyak korban jiwa yang justru dari
penduduk sipil di wilayah Suriah.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Penduduk Sipil, Protokol
Tambahan 11/1977, Konvensi Jenewa 1949

Abstract

This thesis is titled The Overview of Juridical Legal Protection Against Civil Victims in
Ruthlessness of Bashar Al-Assad’s Regime in Syria, aims to determine whether the armed conflict
in Syria including the armed conflict of non-international or internationally and knowing the effort
of the parties towards the protection of civilians in wartime.

The method that being used in this research was a normative judicial method with the
analytical descriptive for the research specification. The thesis also used library research of which
the writier collects the primary and secondary sources that were related to the object of this thesis.
Those data thus analyzed with the qualitative method.

The research conducted by the author get the result that the conflict in Syria is a non-
international armed conflict, because it has met the criteria laid out in accordance with Article 1
of Additional Protocol 11 / 1977. In normative judicial protection of the civilian population is fully
regulated in Article 13 of Additional Protocol 11 / 1977 which states that the civilian population is
entitled to receive the general protection from the dangers of military operations. There is a
violation of international humanitarian law because many lives are precisely come from the
civilian population in Syria.

Keywords: International Humanitarian Law, Protection of Civilians, Additional Protocol
11/ 1977, Geneva Conventions of 1949
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I. PENDAHULUAN

Hukum internasional
(international law) atau hukum
internasional ~ publik  (public
international law) merupakan
istilah  yang lebih  populer
digunakan saat ini dibandingan
istilah hukum bangsa-bangsa (law
of nations) dan hukum antar
negara (Inter State Law). Dua
istilah tersebut mulai ditinggalkan
karena dianggap tidak sesuai lagi
dengan  kebutuhan. = Menurut
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum
internasional ~ (publik)  adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan
asas-asas hukum yang mengatur
hubungan atau persoalan yang
melintasi batas negara-negara
(hubungan internasional) yang
bukan bersifat perdata. ! Dari
pengertian tersebut dapat
dikatakan =~ bahwa  hubungan
internasional tidaklah terbatas
hubungan yang dilakukan oleh
antar negara saja, tetapi dapat
dilakukan oleh negara dengan
subjek non negara atau subjek non
negara satu sama lain.’

Dalam sebuah kehidupan
internasional terdapat interaksi
yang memungkinkan terjadinya
konflik, dalam studi hubungan
internasional, konflik dan
kekerasan merupakan salah satu
topik yang menarik untuk terus
dipelajari  sebagai salah satu
bentuk interaksi antar aktor

internasional. Konflik yang terjadi
dalam dunia internasional dapat
menyebabkan suatu peperangan
atau konflik bersenjata, baik
negara dengan negara maupun
konflik bersenjata dalam suatu
negara, yakni pemerintah
melawan warga negaranya
sebagai subjek hukum perang.

Perang itu sendiri merupakan
salah satu penyelesaian sengketa
dengan kekerasan dan merupakan
cara terakhir yang ditempuh untuk
penyelesaian  sengketa bahkan
telah pula dijadikan sebagai salah
satu wujud dari tindakan negara
yang berdaulat.’ Oleh karena itu,
dalam kehidupan internasional
perlu adanya hukum-hukum yang
mengatur agar dalam menjalankan
kehidupan internasional dapat
lebih teratur dan manusiawi
bahkan dalam keadaan perang
sekalipun. Hukum internasional
itu sendiri merupakan sekumpulan
aturan atau hukum yang berlaku
bagi seluruh subjek hukum
internasional, yaitu tidak hanya
negara, tetapi juga berbagai
organisasi internasional, individu,
perusahaan transnasional, vatican,
belligerency merupakan contoh-
contoh subjek non negara.*

Dalam beberapa hukum atau
peraturan internasional tersebut
salah satunya adalah peraturan
mengenai tata cara berperang.
Dengan demikian, hukum
humaniter internasional dengan
hukum internasional merupakan

! Sebagaimana yang dikutip oleh
Sefriani, Hukum Internasional Suatu
Pengantar, RajawaliPers, Jakarta, 2011,
hlm.2 dalam Mochtar Kusumaatmadja,
Pengantar Hukum Internasional, Buku I

suatu aturan internasional yang
memiliki keterkaitan.

3 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian

Bagian Umum, Binacipta, Jakarta, 1982, Sengketa Internasional, Sinar Grafika,
hlm. 1 Jakarta, 2004, him.1
2Ibid. 4Sefriani,op.cit, him. 2
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Hukum humaniter, sebagai
cabang dari hukum internasional
publik belum banyak dikenal oleh
masyarakat banyak > dan hukum
humaniter merupakan
kesepakatan internasional yang
mengatur mengenai tata cara
berperang yang dahulu dikenal
dengan hukum perang atau hukum
sengketa bersenjata dan memiliki
sejarah yang sama tuanya dengan
peradaban manusia. Umumnya
aturan-aturan tentang perang itu
termuat dalam aturan tingkah
laku, moral dan agama.® Apabila
perang sudah tidak bisa dihindari,
maka para pihak harus tunduk
pada aturan hukum humaniter.

Salah satu prinsip dalam
hukum humaniter adalah prinsip
perlindungan.’ Perlindungan yang
dimaksud adalah perlindungan
bagi kelompok orang tertentu
selama sengketa bersenjata, yaitu
terhadap penduduk sipil, anak-
anak, perempuan, kombatan yang
meletakkan senjata dan tawanan
perang. Perlindungan ini dapat
ditelusuri kembali melalui sejarah
dihampir semua negara atau
peradaban di dunia.

Banyak terjadi  kejahatan
perang dalam konflik bersenjata
non internasional di  Suriah,
bahkan dalam penggunaan senjata
perang telah disebutkan bahwa
Suriah terbukti menggunakan zat
kimia berbahaya. Sebagai contoh

5 Haryomataram, Pengantar  Hukum

Humaniter, PT. Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2012, hlm. 1.

6 Arlina Permanasari, AjiWibowo, dkk,
Pengantar Hukum Humaniter, International
Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999,
hlm. 1

Ibid.,hlm. 3

para pengawas PBB mengatakan
senjata kimia dalam skala besar
telah digunakan pada konflik
Suriah dan ada bukti kuat bahwa
gas sarin telah membunuh ratusan
orang dalam sebuah serangan
mematikan. Padahal dalam
hukum humaniter internasional
telah menerapkan prinsip-prinsip
umum yang berarti seluruh negara
harus tunduk dalam peraturan
tersebut.

Timbulnya korban jiwa yang
sangat banyak diakibatkan karena
kurangnya  pemahaman  dan
pengaplikasian aturan-aturan yang
ada di dalam Hukum Humaniter
Internasional. Aturan-aturan yang
ada di dalam Hukum Humaniter
Internasional dimaksudkan untuk
memanusiawikan perang telah
memiliki akar sejarah yang
panjang. Apabila  ditelusuri
berdasarkan  perkembangannya,
akan didapati bahwa Hukum
Humaniter Internasional selama
ini telah menempuh jalur yang
bermuara pada tujuan
humanization of war. Jalur yang
pertama adalah melalui upaya
mengatur cara berperang dan
sarana yang diperbolehkan dalam
peperangan  yang  kemudian
dikenal dengan nama Hukum Den
Haag (The Law of The Hauge).
Jalur yang kedua, dikenal dengan
nama Hukum Jenewa (The Law of
Geneva) yang merupakan upaya
yang lebih dititikberatkan pada
pengaturan kondisi korban perang
(condition of war victims).

Ketika pada tahun 1899
diselenggarakan Konferensi Den
Haag I yang membicarakan
persoalan perang dan damai.
Salah satu hasil dari konferensi ini
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adalah diterimanya konvensi yang
membuat aturan-aturan tentang
aspek-aspek  perang  didarat,
termasuk perlindungan tawanan
perang, pembatasan penggunaan
sarana berperang, serta beberapa
aturan dasar tentang Perlindungan

Perlindungan  Penduduk  Sipil
dimasa perang.®

Menurut latar belakang yang
telah dipaparkan diatas, maka
permasalahan  yang  diangkat
dalam penulisan hukum ini
adalah:

Penduduk  Sipil. Peraturan- 1. Apakah konflik bersenjata di
peraturan tersebut termuat dalam bawah pemerintahan Rezim
Konvensi Den Haag 1899 yang Bashar Al-Assad termasuk
direvisi tahun 1907. Sebagian dalam  konflik  bersenjata
besar dari Konferensi Den Haag 11 Non-Internasional?

yang diselenggarakan pada tahun 2. Bagaimana perlindungan
1907 mengatur perang di laut. terhadap  penduduk  sipil
Hanya ada satu Konvensi yang akibat konflik bersenjata non-
mengatur perang di darat, yaitu internasional tersebut?
Konvensi IV. Konvensi IV
mempunayi annex yang disebut
Hague Regulations 1907.

II. METODE
Pendekatan yang dilakukan

Ketentuan-ketentuan Hague
Regulaions inilah yang sampai
sekarang menjadi pegangan bagi
para belligerent.

Perkembangan Hukum
Jenewa yang lebih
menitikberatkan kepada kondisi
para  korban  perang, baik
kombatan (combatant) maupun
penduduk sipil (civilian). Jika
dilihat isi dari Konvensi Jenewa
1949 yang didalamnya mengatur
mengenai  perlakuan  terhadap
mereka yang luka dan sakit dalam
pertempuran di darat, tentang
perlakuan terhadap mereka yang
luka, sakit dan korban karam
dalam pertempuran di laut serta
tentang  perlakuan  terhadap
tawanan perang. Selain itu,
diantara Konvensi Jenewa 1949
diperkenalkan satu konvensi yang
sama sekali baru mengenai

dalam penelitian ini adalah
metode pendekatan yuridis
normatif dengan alasan
menjelaskan permasalahan yang
akan diteliti dan hasil penelitian
yang diperoleh dalam
hubungannya  dengan  aspek
hukumnya serta menjelaskan
realitas empiris karena dengan
metode ini diharapkan mampu
memberikan  gambaran  secara
rinci, sistematis dan menyeluruh
mengenai  segala hal yang

berhubungan dengan
implementasi regulasi
internasional mengenai

perlindungan hukum terhadap
korban sipil dalam kekejaman

rezim Bashar al-Assad di Suriah.’

8 Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all,
1999, Pengantar Hukum Humaniter,
Interntional Committee of The Red Cross,
Jakarta, hlm. 75

° Bambang Waluyo, Penelitian Hukum
dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika,
1991) halaman 16.
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Pengumpulan  data  untuk
penelitian ini dilakukan dengan
melakukan studi kepustakaan atau
disebut juga studi dokumen dan
penelusuran  literatur. Studi
kepustakaan adalah teknik
pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan
terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan
laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah

yang dipecahkan.!”
Bahan hukum yang digunakan
adalah:
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat dan terdiri
dari:
a. Konvensi Den Haag
b. Konvensi Jenewa tahun

1949

c. Protokol Tambahan
1/1977 Konvensi Jenewa
1949

d. Protokol Tambahan
11/1977 Konvensi Jenewa
1949

e. Statuta Roma 1998
f. Resolusi Dewan
Keamanan PBB 1973
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu buku-buku dan tulisan-
tulisan ilmiah hukum yang
diperoleh  melalui  bahan-
bahan kepustakaan.
Pengumpulan data sekunder
merupakan pengumpulan
bahan atau data melalui
literatur yang relevan dengan
permasalahan yang dibahas
dan yang dimaksudkan. Data
sekunder ini dimaksudkan

19 Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1988), halaman 111.

I11.

untuk memberi data teoritis
dalam menunjang penelitian
lapangan. Data  sekunder
mencakup buku-buku hukum,
naskah akademik dan skripsi.

Dalam hal ini penulis
menggunakan berbagai
macam buku Hukum
Internasional, Hukum

Humaniter Internasional, dan
buku-buku lain yang terkait
dengan judul penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan
hukum sekunder yang berasal
dari kamus hukum, kamus
ilmiah populer, Kamus Besar
Bahasa Indonesia,
ensklopedia, majalah, surat
kabar, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang  Terjadinya
Konflik Bersenjata di Suriah
Pada akhir tahun 2010
hingga awal tahun 2011, di saat
terjadinya Arab Spring yaitu
pemberontakan, aksi-aksi demo,
dan upaya penggulingan rezim
berkuasa di  negara-negara

tersebut, Suriah  merupakan
negara yang lebih  stabil
dibandingkan yang lainnya.
Rezim  Assad  membangun
pemerintahan dengan
menempatkan  tentara  baik
sebagai  simbol  kekuasaan

maupun sebagai suatu alat untuk
mengontrol negara. !! Dalam
beberapa kesempatan, tentara
digunakan untuk menekan atau

menghadapi  rakyat  dengan

! Kuncahyono, Op. cit, hlm. 44
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kekerasan demi
mempertahankan stabilitas
politik. Rezim ini pun dibangun
di atas empat pilar utama, yaitu:
(1) kekuasaan di tangan klan al-
Assad, (ii) mempersatukan kaum
minoritas,  (iii)  mengontrol
seluruh aparatur militer
intelejen, (iv) monopoli partai
Ba’ath atas sistem politi.

Peristiwa Arab Spring serta
kejatuhan para pemimpin negara
Timur  Tengah  berhembus
kencang hingga sampai ke
rakyat Suriah. Semangat yang
ditularkan para aktivis dan
demonstran di Tunisia dan Mesir
melalui video yang diunggah ke
berbagai jejaring sosial dan
berbagai seruan perlawanan
terhadap rezim di media sosial
belum  mampu  menembus
kekebalan yang dimiliki rezim
Assad karena pihak keamanan
menekan para aktivis tersebut
agar tidak melakukan
demonstrasi jika tidak ingin
kejadian di Hama pada tahun
1982 terulang.

Namun peristiwa
penyiksaan terhadap anak-anak
sekolah oleh aparat keamanan di
kota Deraa, kota kecil di Suriah

yang berbatasan dengan
Yordania dan berjarak 100 km
dari selatan Damaskus,

mengubah  stabilitas  kondisi
negara tersebut. Pada tanggal 6
Maret 2011 muncul sebuah
perlawanan di kota Deraa yang
dilakukan oleh para orang tua
yang anak-anaknya ditahan oleh
polisi setempat karena membuat
grafiti  di  dinding sebuah
bangunan dengan tulisan “As-
Shaab Yoreed Eskaat el Nizam”

yang diartikan sebagai “Rakyat
ingin menggulingkan rezim” >
Anak-anak yang ditahan tersebut
disiksa saat berada di dalam
penjara. Hal tersebut membuat
keluarga dan warga marah
sehingga menyulut semangat
demonstrasi anti rezim yang
awalnya hanya ditujukan kepada
Gubernur setempat.

Perilaku anak-anak tersebut
meniru  dari tindakan yang
dilakukan oleh para demonstran
di Tahrir Square, Mesir. Namun
aparat  keamanan  setempat
menganggap hal ini merupakan
pembangkangan terhadap rezim,
sehingga mereka merasa perlu
menindak tegas aksi tersebut.
Mereka menganggap bahwa
anak-anak  tersebut  adalah
perpanjangan  tangan  para
demonstran dan termasuk ke
dalam  tindakan  subversif.
Tindakan kekerasan yang terjadi
itu mengakibatkan adanya aksi
protes yang ditujukan kepada
Gubernur kota Deera, Faisal
Khaltoum. Tanggal 15 Maret
2011 selain di kota Deraa,
demonstrasi juga terjadi di kota
pantai Banias. Protes yang

dilancarkan oleh para
demonstran malah  disambut
dengan pemukulan dan
pembubaran  paksa.  Aparat
keamanan kemudian

melanjutkan  aksinya dengan
menyemprotkan gas air mata ke
kalangan massa. Aksi tersebut
membuat  para  demonstran
menjadi semakin marah
sehingga protes pun merebak ke
beberapa kota lainnya seperti

12 Kuncahyono, Op.cit,hlm.144
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Dayar al-Zor, al-hasaka dan
Hama. Tuntutan yang tadinya
hanya sebatas  pembebasan
kepada anak-anak yang ditahan
menjadi tuntutan untuk
penurunan rezim yang berkuasa.

Puncaknya yaitu pada hari
Jumat, 18 Mei 2011 ketika
terjadi demonstrasi di seluruh
Suriah yang mengakibatkan
pemadaman aliran listrik dan
telepon dari pemerintah pusat,
aksi ini disebut dengan day of
rage. Serangan-serangan militer
pun dilancarkan oleh pemerintah
pusat terhadap para demonstran
dengan melibatkan beberapa alat
tempur seperti gas air mata,
senjata berapi dan tank. Data
yang didapat dari Syrian
Observatory for Human Rights
bahwa terhitung sejak tanggal 15
Oktober 2015 telah menelan
sebanyak 260,758 hingga
350,758 korban.

. Konflik Bersenjata Non-
Internasional di Suriah Menurut
Protokol Tambahan 11/1977
International Committee of
the Red Cross (ICRC), secara
resmi menyatakan bahwa
konflik berdarah yang terjadi di
Suriah  merupakan  perang
saudara. “Kita sekarang
membicarakan konflik
bersenjata non-internasional di
negara Suriah,” kata juru bicara
ICRC Hicham Hassan."® Status
yang diumumkan Palang Merah
Internasional pada hari Minggu
tanggal 15 juli 2012 tersebut,

13 http://www.politikindonesia.com-

politik>ICRC, Nyatakan Konflik Suriah
adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak
lagi, diakses pada 30 April 2016.

memberi implikasi akan adanya

tuntutan kejahatan perang pada

pihak-pihak yang terlibat di

dalamnya. Pernyataan ICRC

muncul ketika tim pemantau

PBB mengumpulkan detail baru

tentang apa yang terjadi di Desa

Treimseh yang disebut

kelompok  oposisi  sebagai

pembantaian oleh tentara rezim

Presiden Bashar al-Assad.
Sengketa bersenjata non-

internasional melibatkan

beberapa pihak yaitu pemerintah
yang sah dan pemberontak,
maka sengketa bersenjata non-
internasional ~ dapat  terlihat
sebagai suatu situasi dimana
terjadi  permusuhan  antara
angkatan bersenjata pemerintah
yang sah dengan kelompok-
kelompok  bersenjata  yang
terorganisir di dalam wilayah
suatu negara. Dari definisi
diatas, dapat diketahui bahwa
konflik bersenjata non-
internasional menurut Protokol

Tambahan I1/1977 didalam Pasal

1 mengandung ciri-ciri sebagai

berikut:

1. Pertikaian terjadi di wilayah
pihak peserta agung.

2. Pertikaian  tersebut  di
wilayah angkatan bersenjata
pihak peserta agung dengan
kekuatan bersenjata yang
memberontak.

3. Kekuatan bersenjata pihak
pemberontak harus berada
di bawah komando yang
bertanggung jawab.

4. Pihak pemberontak telah
menguasai sebagian wilayah
negara, sehingga dengan
demikian kekuatan
bersenjata dapat
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melaksanakan operasi
militer secara berlanjut.

5. Pihak pemberontak dapat
melaksanakan ketentuan
protokol.

Di dalam Protokol Tambahan
II/1977 mengatur  mengenai
konflik bersenjata non-
internasional dengan persyaratan
sebagai berikut:

1. Adanya komando yang
bertanggung jawab terhadap
anak buahnya.

2. Kelompok bersenjata yang
terorganisir tersebut dapat
melakukan pengawasan
terhadap sebagian wilayah
nasional sehingga
memungkinkan mereka
melakukan operasi militer
secara berlanjut dan
serentak

3. Kelompok bersenjata
tersebut  mampu  untuk
melaksanakan Protokol.

. Perlindungan Penduduk Sipil

dalam Konvensi Jenewa 1949

dan Protokol Tambahan 1977

Hukum humaniter
internasional ada untuk tetap
mengutamakan kemanusiaan

dalam situasi perang, oleh
karena itu dibentuklah Konvensi
Jenewa 1949 yang mengatur
tentang perang dan diikuti oleh
Protokol-protokol Tambahan
untuk memberikan perlindungan
bagi korban perang. Dalam
hukum humaniter internasional
dikenal adanya prinsip
pembedaan (distinction
principle) yang bertujuan untuk
membedakan penduduk sipil dan
kombatan, prinsip ini menjaga
agar dalam suatu  konflik
bersenjata tidak menyebabkan

banyak korban yang sia-sia
karena pada dasarnya dalam
perang hanya melibatkan
angkatan militer saja tidak
mengikutsertakan penduduk
sipil.

Yang dimaksud dengan
penduduk sipil adalah setiap
orang yang tidak turut serta
dalam perang, apabila ada
keraguan = mengenai  status
seseorang itu kombatan atau
sipil, maka ia harus dianggap
sebagai  seorang  sipil. !
Berbicara mengenai
perlindungan penduduk sipil,
perlindungan ini juga mencakup
bagi orang-orang yang bekerja
sebagai penolong, wartawan,
dan personel organisasi
pertahanan sipil, !> termasuk
petugas kesehatan, dalam
keadaan apapun seseorang tidak
boleh dihukum karena
melaksanakan tugas-tugas
kesehatan sesuai dengan etika
kedokteran,  tanpa  melihat
siapapun orang yang mendapat
perawatan tersebut.'® Sehingga
dalam ketentuan dasar yang
tercantum pada Pasal 13
Protokol Tambahan II 1977
penduduk sipil harus
memperoleh perlindungan
umum terhadap bahaya yang
timbul  dari  operasi-operasi
militer. Penduduk sipil tidak
boleh menjadi sasaran serangan
.Dilarang melakukan tindakan-
tindakan atau ancaman yang

14 Protokol Tambahan I 1997, Pasal 50
15 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 61-

67,76,79

16 Protokol Tambahan I 1977, Pasal 10
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menyebabkan teror dikalangan

penduduk sipil.!”
D. Kejahatan Perang yang
Dilakukan Oleh Suriah.
Banyak pelanggaran

ketentuan Protokol Tambahan II
Tahun 1977 yang dilakukan oleh
anggota yang bertikai untuk
konflik internal di Suriah, antara

lain:
a.

Penyerangan terhadap
Penduduk Sipil

Pada akhir tahun
2013, lebih dari dua juta
pengungsi telah
melarikan diri dari
Suriah. Kemudian pada
Agustus 2013  laporan
dari International Komisi
Independen Penyelidikan
di Suriah (Komisi
Penyelidikan)
menyampaikan
pernyataan bahwa Suriah
adalah  tempat  yang
sengsara.'®

Jumlah yang tidak
sedikit ~ tentunya  dan
merupakan tindakan yang
memerlukan peran PBB
dalam memberikan
perlindungan bagi
penduduk sipil yang turut
menjadi korban agar tdak
ada lagi korban
meninggal terlalu banyak
dan  sia-sia.Seharusnya
kawasan perlindungan
penduduk  sipil  juga
dilindungi oleh pasukan

17 Protokol Tambahan II 1977, Pasal 13
3Tom Ruys , The Syrian Civil War And The
Achilles' Heel Of The Law Of Non-
International Armed Conflict, Board of
Trustees of the Leland Stanford Junior
University, 2014

PBB karena hanya
campur tangan tentara
PBB, penduduk sipil ini

dapat dilindungi
keberadaannya.
Penduduk sipil

bukanlah golongan yang
dapat dijadikan target
serangan militer. Hukum
humaniter  internasional
memiliki  perlindungan
khusus bagi seorang sipil
yang tidak turut serta
dalam suatu peperangan,
oleh karena itu mereka
tidak boleh ditangkap dan
diinterogasi  selayaknya
angkatan militer apalagi
dibunuh. Apabila mereka
telah tertangkap, maka
seharusnya dibebaskan.
PBB sebagai
organisasi  internasional
memiliki wibawa dan
peranan penting dalam
memberikan perlindungan
bagi penduduk sipil saat
terjadi konflik bersenjata
yang tidak hanya
internasional tetapi juga
konflik bersenjata non
internasional jika
memang sudah
mengancam perdamaian
dan  keamanan dunia
seperti  halnya  yang
terjadi di Suriah saat ini.

. Penggunaan Gas Beracun

Pada  tanggal 21
Agustus 2013, serangan
besar terjadi  dengan
memakan banyak korban
dan terluka. Termasuk
dalam kematian banyak
wanita sipil yang tidak
bersalah dan anak-anak.
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Serangan ini  menjadi
perhatian  internasional
yang besar karena diduga

dilakukan oleh
pemerintah Suriah sendiri
dan melibatkan
penggunaan gas sarin.
Penyelidik PBB

mengambil sampel tanah
dan juga spesimen medis
termasuk darah dan urine
dari korban. Para peneliti
juga menemukan dampak
dari meledaknya mortir
mampu membawa
muatan  kimia  yang
terkandung sarin. Hasil
mengkonfirmasi
kehadiran  sarin  agen
saraf.!”

Kimiawan Jerman
Gerhard Schrader
termasuk yang pertama
menulis tentang gas sarin
pada tahun 1938. Bahan
kimia ini pada awalnya

digunakan sebagai
pestisida, untuk
membunuh serangga
berbahaya. Saat ini, sarin
dianggap paling
berbahaya di antara racun
saraf.?

c. Penghancuran Sarana
Pendidikan

19 Joshua D. Bauers,Syria, Rebels, And
Chemical Weapons: A Demonstration Of
The Ineffectiveness Of The International
Criminal Court, Rutgers Journal of Law &
Religion

Spring, 2014.

20 Satu Harapan, “ senjata kimia apa dan
bagaimana akibatnya”,
http://www.satuharapan.com/read-
detail/read/senjata-kimia-apa-dan-
bagaimana-akibatnya Minggu, 14 Mei 2015.

Sejak terjadinya
perang  Suriah, telah
merusak maupun

menghancurkan 4.000
bangunan sekolah di
Suriah.?!

Sekolah  merupakan
salah satu bangunan yang
termasuk objek sipil yang
tidak boleh  dijadikan
sasaran kekerasan dalam
perang dan sekolah yang
semestinya  merupakan
tempat yang aman
terutama bagi anak-anak

untuk terus bisa
mendapatkan haknya
dalam menikmati

pendidikan, kini sudah
menjadi sasaran dalam
konflik bersenjata non
internasional Suriah.

Pendidikan
merupakan salah satu hak
dasar yang harus

diberikan oleh negara
kepada setiap warganya
tanpa terkecuali.Hak atas
pendidikan tercantum
dalam Pasal 13 Kovenan
Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial dan
Budaya. > Pendidikan itu
sendiri mencakup
beberapa aspek, seperti
hak ekonomi, sosial dan
budaya dan termasuk hak
sipil dan politik. Hak atas
pendidikan juga
merupakan  hak asasi

21 BBC UK, “Pendidikan Suriah”.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/201
3/08/130830_ pendidikan_suriah.shtml
diakses Rabu, 15 Mei 2016

22 Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 13
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manusia sehingga
menjadi  suatu  sarana
yang mutlak diperlukan
untuk mewujudkan hak-
hak lain, seperti
mendapatkan  pekerjaan
jika  pendidikan  dapat

diselesaikan dan
memenuhi prasyarat yang
ditentukan, 2* sehingga

pendidikan ~ merupakan
jalan  untuk  menuju
keberhasilan.

IV. KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di
Suriah  merupakan  konflik
bersenjata non-internasional,
karena telah memenuhi syarat
atau mengandung ciri-ciri yang
ada menurut Protokol Tambahan
1/1977. Pasal-pasal yang
mengatur  konflik  bersenjata
non-internasional dalam
Protokol ~ Tambahan 11/1977
adalah Pasal 1 dan Pasal 3
ketentuan umum  (Common
Article). Namun hanya Pasal 1
Protokol =~ Tambahan II/1977
yang  menjelaskan  kriteria
konflik bersenjata non-
internasional. Secara  yuridis
normatif perlindungan terhadap
penduduk sipil diatur dalam
Konvensi-Konvensi Jenewa
1949. Dari keempat Konvensi
Jenewa 1949 hanya Konvensi IV
Jenewa 1949 yang mengatur
tentang Perlindungan Penduduk
Sipil di Masa Perang. Pasal 3
ketentuan umum  Konvensi
Jenewa I, II, III, dan IV 1949
memberikan jaminan- jaminan

23 Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 6

perlakuan korban konflik
bersenjata di dalam negaranya
berdasarkan asas-asas
perikemanusian. Namun, karena
dirasa belum cukup memadai
untuk menyelesaikan masalah-
masalah  kemanusiaan  yang
serius akibat konflik bersenjata
non-internasional maka
disepakati secara internasional
Protokol =~ Tambahan I1/1977
yang terdiri dari 28 pasal. Pada
Pasal 13 Protokol Tambahan
II/1977 menyebutkan bahwa
penduduk sipil berhak menerima
perlindungan umum dari bahaya
yang ditimbulkan dari operasi-
operasi militer. Namun dalam
fakta konflik bersenjata di
Suriah  terjadi  pelanggaran
Hukum Humaniter Internasional
karena banyak korban yang
berjatuhan justru dari penduduk
sipil di wilayah Suriah.
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